PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

10 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERGULIR KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

GUBERNUR MALUKU,

bahwa dalam rangka meningkatkan
kemampuan Koperasi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (KUMKM) di
Maluku untuk mengakses sumber
pendanaan  diluar  perbankan
diperlukan pemberian pinjaman
kepada KUMKM melalui UPTD
PDB Dinas Koperasi Usaha Mikro
Kecil dan Menegah sebagai
penyalur dana bergulir di Maluku;

bahwa untuk meningkatkan
efisiensi dan efektifitas pengelolaan
keuangan negara/daerah  dan
mendorong  perbaikan  kinerja
pelayanan kepada masyarakat
dalam bentuk pengelolaan dana



Mengingat
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bergulir bagi pengembangan
KUMKM perlu diatur pengelolaan
dan penggunaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Dana Bergulir
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 22 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra  Tingkat |  Maluku
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 79,
Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 1617);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008
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Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah , (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);

Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1995 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
oleh Koperasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 19,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3591);

Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1998 tentang Pembinaan
dan Pengembangan Usaha Kecil
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 46,
Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3743);
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Peraturan Pemerintan Nomor 20
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor: 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan  Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 62
Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2007 tentang
pedoman Teknis Pengelolaan



